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. PENDAHULUAN

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020, pukul 11.31 WIB, Mahkamah
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU
7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 29/PUU-
XVIII/2020. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 29/PUU-
XVIII/2020, perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal DPR RI.

. PEMOHON

Bahwa permohonan pengujian UU 7/2017 diajukan oleh Aristides Verissimo de
Sousa Mota, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

. PASAL/AYAT UU PEMILU YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 168
ayat (2), Pasal 187 ayat (2), Pasal 189 ayat (2), Pasal 189 ayat (2), Pasal 192 ayat
(3), dan Pasal 197 UU 7/2017 yang selengkapnya berketentuan sebagai berikut:
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Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu

“Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka”

Pasal 187 ayat (2) UU Pemilu

“Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3 (tiga)
kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi.”

Pasal 189 ayat (2) UU Pemilu

“Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi paling sedikit 3
(tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.”

Pasal 192 ayat (3) UU Pemilu

“Dalam hal penentuan daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak dapat diberlakukan, penentuan daerah pemilihan menggunakan bagian
kecamatan.”

Pasal 197 UU Pemilu

“Daerah pemilihan untuk anggota DPD adalah provinsi.”

Bahwa Pasal 168 ayat (2), Pasal 187 ayat (2), Pasal 189 ayat (2), Pasal 192 ayat
(3), dan Pasal 197 UU Pemilu dianggap Pemohon bertentangan dengan
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea ke-4, Pasal 28G, Pasal 28H ayat (1), dan
Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan
melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.

PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa terhadap pengujian Pasal 168 ayat (2), Pasal 187 ayat (2), Pasal 189 ayat
(2), Pasal 192 ayat (3), dan Pasal 197 UU 7/2017 dalam permohonan a quo,
Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.3.3] Bahwa meskipun format perbaikan permohonan Pemohon
sebagaimana dimaksud dalam Paragraf [3.3.2] pada dasarnya telah
sesuai dengan format permohonan pengujian undang-undang
sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta
Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d PMK Nomor
6/PMK/2005, namun setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama
alasan-alasan mengajukan permohonan Pemohon setelah dilakukan
perbaikan dalam permohonannya, Pemohon tidak dapat
menguraikan secara spesifik adanya kausalitas (causal verband)
antara pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dengan anggapan
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[3.4]

kerugian Pemohon sebagai warga negara yang ditetapkan sebagai
pemilih;

Terlebih lagi, permohonan Pemohon tidak menguraikan
argumentasi tentang pertentangan antara pasal-pasal yang
dimohonkan pengujian dengan pasal-pasal yang menjadi dasar
pengujian dalam UUD 1945. Selain itu, Pemohon juga tidak
menguraikan mengenai kaitan antara kerugian konstitusional yang
dialami oleh Pemohon dengan inkonstitusionalitas norma, akan
tetapi justru lebih banyak menguraikan kesulitan yang dialami oleh
Pemohon pada saat memberikan hak suara.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Mahkamah dalam
persidangan pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 18 Mei 2020
telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki
permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK
dan menguraikan argumentasi kerugian konstitusional yang dialami
oleh Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukum disertai
dengan bukti-bukti yang mendukung serta memperjelas argumentasi
dalam pokok permohonan terkait dengan norma undang-undang
yang dimohonkan pengujian tersebut dianggap bertentangan dengan
UUD 1945 [vide Risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 18
Mei 2020]. Namun demikian, Pemohon tetap tidak memperbaiki
permohonannya.

Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat memahami alasan
permohonan Pemohon jika dikaitkan dengan petitum permohonan
yang meminta agar pasal-pasal yang diuji Kkonstitusionalitasnya
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat. Oleh karena ketidakjelasan dimaksud, Mahkamah
juga menjadi sulit untuk menentukan apakah Pemohon memiliki
kedudukan hukum atau tidak untuk bertindak sebagai Pemohon
dalam permohonan a quo. Andaipun Pemohon memiliki kedudukan
hukum, quod non, permohonan Pemohon adalah kabur.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo,
namun oleh karena permohonan Pemohon kabur maka Mahkamah
tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut.

F. AMAR PUTUSAN

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
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G. PENUTUP

Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak
ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh
kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk
umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi
dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ penyelenggara
negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, Putusan MK
dalam Perkara Nomor 29/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan permohonan
Pemohon tidak dapat diterima terhadap pengujian pada Pasal 168 ayat (2), Pasal
187 ayat (2), Pasal 189 ayat (2), Pasal 189 ayat (2), Pasal 192 ayat (3), dan Pasal
197 UU 7/2017 mengandung arti bahwa ketentuan-ketentuan a quo tidak
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan
hukum mengikat.
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